
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan sistem penyelengaran Pemerintahan pada era reformasi yang 

dimulai sejak tahun 2000 semula dengan sistem penyelenggaran 

Pemerintahan Sentralisasi menjadi penyelenggaraan Pemerintahaan 

Desentralisasi dimana diharapkan membawa perubahan kearah yang lebih 

positif.
1
 Pemerintahan yang menggunakan sistem Desentralisasi tidak hanya 

ditujukan kepada pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah saja, akan tetapi 

juga pemberian kewenangan kepada daerah dalam Pengelolaan Dana Desa. 

Pelaksanaan Desentralisasi dimulai dengan pengesahan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD), hingga kini kedua regulasi tersebut 

sudah mengalami beberapa kali perubahan termasuk Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan 

Daerah (PKPD) dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah.
2
 

                                                             
1
 Rira Nuradhawati, “ Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia” 

https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/90,20 februari 2019 
2
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Melalui revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah melakukan penguatan pembagian 

kewenangan antara Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-

sumber daya (dana, manusia dan lain-lain) dari pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah disebut dengan Desentralisasi.
3
 

Kehadiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang Desa. Menurut Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: 

1. Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan daerah 

2. Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 

untuk: 

a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; 

b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

c. Mempercepat peingkatan kualitas pelayanan publik; 

d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; 

e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan 

f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. 

3. Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. 

4. Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan 

kepentingan strategis nasional. 

 

Menurut Undang-Undang di atas dalam Pemerintahan Desentralisasi 

dapat diartikan bahwa Pemerintahan Daerah akan menjadi Daerah otonomi 

yang termasuk di dalamnya ada Pemerintahan Desa yang diberi kesempatan 
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untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dan pertumbuhan 

dari Desa itu sendiri. Uraian ini menjelaskan bahwa Desa sebagai tatanan 

pemerintahan terendah di Negara Indonesia mempunyai identitas dan entitas 

yang berbeda dan perlu diatur tersendiri dalam bentuk Undang- Undang. 

Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 tahun 2019, kemudian terkait pengelolaan dan 

pedoman pembangunan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 113 

Tahun 2014 mengatur terkait Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan 

Menteri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa pengertian Desa dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut: 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia” 

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.” 

 

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam 

Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa 

(APBD) yang bersumber dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, 

hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan 

asli desa yang sah. 
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Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan dibentuk 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian 

diubah peraturannya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016. 

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 yang berbunyi: 

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.” 

 

Mengenai Penganggaran Dana Desa telah diatur didalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ketentuan 

Pasal 12 ayat (1) sampai (6) yang berbunyi: 

1. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8), bupati/walikota 

menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. 

2. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah 

desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitas geografis. 

3. Jumlah penduduk desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot: 

a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk desa; 

b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan 

c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa 

4. Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

5. Besaran dana desa setiap desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung dengan cara : 

a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa 

kabupaten/Kota x (30% x persentase jumlah penduduk desa 

yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di 
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kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% persntase luas 

wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah 

desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% persentase 

rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial terhadap 

jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang 

bersangkutan); dan 

b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. 

6. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditentukan oleh faktor yang meliputi: 

a. Ketersediaan pelayanan dasar; 

b. Kondisi insfrastuktur; 

c. Transportasi; dan 

d. Komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota. 

 

Menurut uraian Undang-Undang di atas penyaluran dan penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa dihitung berdasarkan 

jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa yang merata.
4
 

Pembangunan desa tidak lepas dari peran seluruh masyarakat desa dan 

pemerintahan desa dengan menciptakan pemerintahan yang baik (good 

government). Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang 

dijalankan atau yang akan diwujudkan harus mempunyai beberapa 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Partisipasi Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengambilan 

keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Keterlibatan masyarakat berdasarkan kebebasan berasosiasi dan 

                                                             
4
 Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih,”Implementasi Kebijakan Dana Desa”, 

IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration,Volume 3, Nomor 2 Desember 2017, 

hlm.16. 
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berbicara diperlukan untuk merencanakan pembangunan yang akan 

dilakukan dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. 

2. Tegaknya Supremasi Hukum 

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, kerangka hukum yang adil 

dan dilaksanakan tanpa membeda-bedakan, pemerintah desa 

diharuskan untuk menerapkan semua aturan-aturan yang sudah 

disahkan oleh pemerintah guna untuk menjalankan pemerintah 

yang baik dan terhindar dari segala sesuatu yang ditetapkan oleh 

Negara harus dijalankan dan dilaksanakan guna untuk menjalankan 

sistem pengelolaan yang baik dan terhindar dari kecurangan atau 

kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja akibat dari tidak 

mentaati hukum yang berlaku. 

3. Peduli Kepada Masyarakat 

Segala sesuatu yang direncanakan oleh suatu lembaga pemerintah 

harus dapat bermanfaat untuk melayani semua pihak yang 

berkepentingan, terutama masyarakat. Dalam merencanakan 

pembangunan disuatu daerah, pemerintah harus mengetahui apa 

saja yang dibutuhkan masyarakat dan fasilitas apa saja yang 

dibutuhkan masyarakat. 

4. Berorientasi Terhadap Konsensus 

Dikatakan tata pemerintahan telah baik apabila sudah 

menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat yang berbeda-

beda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh dalam 
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masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus 

berorientasi atas kepentingan masyarakat. 

5. Efektif dan Efisien 

Program Pemerintah dan lembaga harus dapat memberikan hasil 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakan 

sumber daya yang ada dengan optimal mungkin. Pengelolaan 

sumber daya publik harus dapat dilakukan secara berdaya guna 

(efisien) dan berhasil guna (efektif). 

6. Keadilan (Fainess) 

Kesetaraan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan 

pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban 

berdasarkan pertimbangan yang objektif. 

7. Transparansi (Transparancy) 

Transparansi merupakan keterbukaan lembaga-lembaga sektor 

public dalam memberikan informs, informasi yang diberikan harus 

dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat 

8. Tanggungjawab (Responsibility) 

Tanggungjawab merupakan wujud dari kewajiaban seseorang 

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
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9. Akuntabilitas (Accuntability) 

Akuntabilitas dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih 

efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan.
5
 

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam penyaluran anggaran desa 

tentu perlu adanya tatanan dan mekanisme serta peraturan yang jelas 

bagaimana upaya untuk pencegahan tindak pidana korupsi serta bagaimana 

pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa 

yang baik (good governance). Salah satu penerima anggaran pendapatan dan 

penerimaan Dana Desa di Kabupaten Kudus adalah Desa Burikan Kecamatan 

Kota Kabupaten Kudus, Peneliti tertarik untuk membuat penelitian terhadap 

Dana Desa yang diterima selama tiga tahun antara tahun 2018, 2019 dan 

2020. 

    Tabel: 1. Jumlah Anggaran Dana Desa Burikan Tahun: 2018, 2019, 2020 

No Dana Desa (Tahun) Jumlah (Rupiah) 

1 2018 733.144.000 

2 2019 840.921.400 

3 2020 846.156.000 

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Pemerintah Desa 

Burikan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus 

 

Desa Burikan merupakan salah satu dari beberapa Desa di Kabupaten 

Kudus dari total 9 kelurahan dan 123 Desa sebagai penerima anggaran dana 

desa yang seharusnya menjadikan desa Burikan sebagai desa yang mandiri, 

                                                             
5
 Mardiasmo, “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,” Andi, Yogyakarata, 2004, hlm.7. 
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maju dan pemerataan pembangunan disemua sektor. Pembangunan yang tidak 

terarah dan merata, kurangnya partisipasi masyarakat, sudah sesuaikah 

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan aturan-

aturan yang berlaku, keterbukaan dalam penggunaan Dana Desa serta belum 

adanya prinsip akuntabel akan menjadi pertanyaan besar kemana 

pengalokasian Dana Desa Burikan diperuntukan serta bagaimana 

Implementasi dari pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan tata kelola 

Pemerintahan Desa yang baik (good governance). 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas Peneliti tertarik untuk 

meneliti dan mengkaji lebih dalam serta melakukan Penelitian Skripsi dengan 

judul “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK 

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK (Studi terhadap 

Dana Desa di Desa Burikan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan Masalah merupkan salah satu bagian penting di dalam sebuah 

penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan Peneliti 

untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam 

mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik di Desa Burikan 

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi Pendukung dan Penghambat 

dalam Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Pemerintahan 
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Desa yang baik di Desa Burikan Kecamatan Kota Kabupaten 

Kudus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan literature bagi 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum praktisi dalam hal penanganan 

masalah terkait Implementasi pengelolaan Dana desa untuk mewujudkan 

Pemerintahan Desa yang baik sesuai Amanat Undang-Undang. 

1. Untuk memahami Implementasi Pengelolaan Dana Desa untuk 

mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik di Desa Burikan 

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

2. Untuk memahami apa saja faktor pendukung dan penghambat 

dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan 

Pemerintahan Desa yang baik di Desa Burikan Kecamatan Kota 

Kabupaten Kudus. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis: 

1. Kegunaan Tioritis 

Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai Implemetasi 

pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Pemerintahan Desa 

Yang baik yang diberikan pemerintah kepada Desa. 
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2. Kegunaan Praktis 

Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai 

Implementasi Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan 

Pemerintahan Desa yang baik Terutama bagi Desa yang berpotensi 

untuk penyalahgunaan Dana desa yang dapat dilakukan oleh 

struktur Pemerintahan Desa untuk itu masyarakat dapat mengawasi 

segala program dari Dana Desa tersebut. Bagi peneliti, penelitian ini 

dapat melatih kemampuan peneliti serta dapat menerapkan teori-

teori yang dipelajari selama ini di bangku kuliah terhadap fenomena 

dilapangan dengan melakukan penelitian dan dirumuskan ke dalam 

tulisan ilmiah. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka Pemikiran adalah merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori-teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang di 

identifikasikan sebagai masalah yang penting.
6
 

Dasar pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah menganalisis 

tentang Implementasi Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan 

Pemerintahan Desa yang baik yang dilakukan oleh Desa Burikan Kecamatan 

Kota Kabupaten Kudus, dimana pelaksanaan dan perencanaan dalam 

penyaluran Dana Desa dalam melaksanakan pembangunan sudahkah 

menjadikan Pemerintahan yang baik. 

                                                             
6
 Sugiyono,”Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, Alfabeta, Bandung, 2015, 

hlm.283 
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Penelitian yang dilakukan agar lebih mudah dan jelas, maka Peneliti 

menggambarkan kerangka pemikiran secara skematis pada gambar berikut di 

bawah ini: 
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DANA DESA 

 

DESA 

  

 PEMERINTAHAN DESA  

 

1. Partisipasi Masyarakat 

2. Tegaknya Supremasi Hukum 

3. Peduli kepada Masyarakat 

4. Berorientasi Terhadap Konsensus 

5. Efektif dan Efesien 

6. Keadilan (Fainees) 

7. Transparansi (Transparancy)  

8. Tanggungjawab (Responsibility) 

9. Akuntabilitas (Accuntability) 

 

 

 Faktor Pendukung 

 Faktor Penghambat 

 

 Implementasi Pengelolaan Dana Desa untuk 

                        Mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik 

 

GAMBAR E.1. Kerangka Pemikiran 


